
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : a. bahw a P era tu ran  G u b em u r K alim antan T im ur Nomor 83
T ahun  2016 ten tan g  S u su n a n  O rganisasi, Tugas, Fungsi 
d an  T ata Kerja B adan  K esatuan  B angsa dan  Politik 
Provinsi K alim antan T im ur su d a h  tidak  sesuai dengan 
perkem bangan  d an  k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 
u n d an g an  sa a t ini sehingga perlu  diganti;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana di 
m aksud  dalam  h u ru f  a, m aka  perlu  m enetapkan  
P era tu ran  G ubernu r ten tan g  S u su n an  O rganisasi, Tugas, 
Fungsi, d an  T ata  Keija B adan K esatuan  B angsa dan  
Politik Provinsi K alim antan Timur.

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tan g
Pem bentukan  D aerah-D aerah  O tonom  Provinsi K alim antan 
B arat, K alim antan Selatan  dan  K alim antan Tim ur 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1956 Nomor 
65, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1106);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), sebagaim ana 
telah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan U ndang- 
U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  Kedua 
Atas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);
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4. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 T ahun  2016 ten tan g  
Perangkat D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2016 Nomor 114, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5887) sebagaim ana  te lah  d iubah  
dengan P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 72 ta h u n  2019 
ten tan g  P erubahan  a ta s  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 
T ahun  2016 ten tan g  Perangkat D aerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ah u n  2019 Nomor 187, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6402);

5. P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 11 T ahun  2019 
ten tan g  Perangkat D aerah Yang M elaksanakan U rusan  
Pem erin tahan  Di B idang K esatuan  B angsa dan  Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 194);

6. P era tu ran  D aerah Provinsi K alim antan T im ur Nomor 9 
T ahun  2016 ten tan g  P em ben tukan  dan  S u su n an  
O rganisasi Perangkat D aerah  Provinsi K alim antan Tim ur 
(Lem baran D aerah Provinsi K alim antan  T im ur T ahun  2016 
Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  G ubernu r ini yang  d im aksud  dengan  :

1. D aerah ad a lah  Provinsi K alim antan Timur.

2. Pem erin tah  D aerah ad a lah  G ubernu r sebagai u n s u r  penyelenggara 
pem erin tahan  d aerah  yang m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  
yang m enjadi kew enangan d aerah  otonomi.

3. G ubernu r ad a lah  G ubernu r K alim antan Tim ur.

4. B adan K esatuan  B angsa d an  Politik yang se lan ju tnya  d isebu t B adan 
Kesbangpol adalah  Perangkat D aerah yang m elaksanakan  u ru sa n  
Pem erin tah  di b idang K esatuan  b an g sa  d an  Politik.

5. J a b a ta n  Fungsional adalah  sekelom pok ja b a ta n  yang berisi fungsi dan  
tu g as be rk a itan  dengan pelayanan  fungsional yang b e rd asa rk an  pada  
keah lian  d an  keteram pilan  te rten tu .



3

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 
Kalimantan Timur, terdiri dari:
a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub bagian Perencanaan Program;
2) Sub bagian Keuangan; dan
3) Sub bagian Umum.

c. Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 
membawahkan :
1) Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2) Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
1) Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
2) Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan, membawahkan :
1) Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
2) Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
1) Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Keijasama Intelijen; dan
2) Sub bidang Penanganan Konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan 
dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 
Kepala Badan

Pasal 3

(1) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui 
Sekretaris Daerah.
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(2) Kepala Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubemur dalam 
melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di 

wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasy arakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik 
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra 
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa 

dan politik provinsi;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubemur.

Paragraf 2 
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum 
dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan 
administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

(2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
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(3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung 
kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, 

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan 
serta pengaduan masyarakat;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, 
verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan

d. pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Badan Kesbangpol yang 
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan 
program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan 
akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan 
penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, 
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan 
masyarakat.

Paragraf 3
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 8

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan;

(2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
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(3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ay at (1),
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program keija di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah 
provinsi;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah 
provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah 
provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bah an penyusunan program keija, perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan 
kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

(2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keija, perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal 
ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Paragraf 4
Bidang Poitik Dalam Negeri 

Pasal 11

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan 
umum kepala daerah serta peinantauan situasi politik.



7

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan Kesbangpol.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan subbidang-subbidang yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program keija di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan 
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta 
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi 
politik di wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keija, 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, 
pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
program keija, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
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Paragraf 5
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan

Pasal 14

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Kesbangpol.

(3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan membawahkan subbidang-subbidang yang masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program keija di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
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e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asing di wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan program keija, perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Paragraf 6
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 17

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 
di bidang kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik di wilayah provinsi.

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

(3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan 
subbidang-sub bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, menyelenggarakan 
fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, keijasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
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b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, keijasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

(1) Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Keijasama Intelijen mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keija, perumusan 
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan 
orang asing, tenaga keija asing dan Lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan.

(2) Su bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan program keija, perumusan kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang penanganan konflik.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Kesbangpol 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan 
tingkat keterampilan dan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keterampilan dan keahliannya.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur 
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban keija atas usulan Kepala 
Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga 
Tata Keija

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Kesbangpol, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip ten tang pola 
mekanisme hubungan keija, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan 
simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat 
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar 
Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian 
dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab memimpin, membagi 
tugas pekeijaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing- 
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya.

(3) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, 
mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta 
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

(4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut 
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan keija.

(6) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian 
dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap 
bawahannya.

(7) Kepala Badan Kesbangpol wajib bertanggungjawab untuk :
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat 

dan inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Badan Kesbangpol berhalangan sementara, Sekretaris 
atau Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian 
Kepala BPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat di lingkungan Badan Kesbangpol dapat mendelegasikan 
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat 
Uraian Tugas

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Kesbangpol diatur 
dengan Peraturan Gubemur.

BAB III
KEPEGAWAIAN 

Pasal 24

(1) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Badan 
Kesbangpol melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator 
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan 
tugas jabatan fungsional.

(5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV 
JABATAN

Pasal 25

(1) Kepala Badan Kesbangpol adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 
Jabatan Eselon Il.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan 
Eselon Ill.a.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Pengawas atau 
Jabatan Eselon IV.a.



13

BAB V
PEMBIAYAAN 

Pasal 26

Segala b iaya yang d iperlukan  ak ib a t d ite tapkannya  P era tu ran  G u b em u r ini 
d ibebankan  pad a  Anggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah Provinsi 
K alim antan Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27

Pada sa a t P e ra tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku , m ak a  P e ra tu ran  G u b em u r 
Nomor 83 T ahun  2016 ten tan g  S u su n a n  O rganisasi, Tugas, Fungsi d an  T ata 
Kerja B adan  K esatuan  B angsa d an  Politik Provinsi K alim antan  Tim ur (Berita 
D aerah  Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2016 Nomor 85) d icab u t dan  
d inyatakan  tidak  berlaku.

Pasal 28

P era tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernu r ini dengan  pen em p atan n y a  dalam  B erita D aerah Provinsi 
K alim antan Timur.

D iundangkan  di S am arinda  
p ad a  tanggal 29 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

D itetapkan  di S am arinda  
pada  tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan  sesua i dengan  aslinya 
SEKRETA£3f£-DAERAH PROV. KALTIM

HUKUM,

m a M uda 
198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 18
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